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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.30/MENHUT-11/2012
TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan
Hutan, disebutkan bahwa semua hasil hutan yang
berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis,
pengukuran volume/berat, dan penghitungan
jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan
asal usul hasil hutan hak;

bahwa dalam rangka mendorong berkembangnya
usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk
memperluas lapangan kerja, pengentasan
kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, maka
masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberi
kesempatan seluas Iluasnya untuk melakukan
penatausahaan atas hasil hutannya;

berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 tentang
Penggunaan SKAU Untuk Pengangkutan Hasil
Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak
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Mengingat

1.

sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
1172007, perlu perbaikan pengaturan mengenai
penatausahaan dan penetapan jenis, pengukuran
volume/berat dan penghitungan jumlah serta
penggunaan surat keterangan asal usul hasil hutan
hak;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari
Hutan Hak;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
1/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang
Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.45/Menhut-11/2009;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-
11/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
[1/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi
(DR);
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12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
[1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-
172011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI
HUTAN HAK .

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah
kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan
penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan,
pengolahan dan pelaporan.

2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat
yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara,
dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau
Girik, Hak Guna Usaha, Hak  Pakai, atau dokumen
penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN).

3. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut
hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari
tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak
atau lahan masyarakat.

4. Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil
pengolahan kayu bulat yang diolah di lokasi tebangan dengan
menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.

5. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat
keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus
sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau
kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau
pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
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Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua
jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum
yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain lIzin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu
Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan Tempat
Penampungan Terdaftar.

Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah
dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang
menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti
legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan
rakyat).

Surat Angkutan Pengganti yang selanjutnya disingkat SAP adalah
surat yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan hak dari
pelabuhan umum ke tempat tujuan dokumen Nota Angkutan atau
Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang diterbitkan oleh
petugas perusahaan penerima kayu.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat
sedang/kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk
pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin
oleh pejabat yang berwenang.

Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat IPKL
adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya
berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.

Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat IPKT
adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu
lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan
hukum.

Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT
adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat
yang berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak, milik badan
usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota dan/atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi bagi
Dinas Kabupaten/Kota yang tidak ada instansi yang menangani
bidang kehutanan.

Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat
Desa/ Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan
pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/ Walikota untuk
menerbitkan SKAU.


http://www.djpp.depkumham.go.id

